
 

    
 
 

 

 

 

WALIKOTA TERNATE 

PROVINSI MALUKU UTARA 
 

PERATURAN WALIKOTA TERNATE 

NOMOR   32    TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TERNATE, 
 

Menimbang :   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021;   
 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3824) ; 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 



 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan  

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban  

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  

Tahun  Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate 

Tahun 2020 Nomor 206); 

12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor  1  Tahun 2022 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 213); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN       

ANGGARAN 2021.  

 

 



 

Pasal 1 
 

Laporan realisasi anggaran pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 terdiri atas : 
 

a. 
   1) 
   2) 
   3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
 
   1) 
 
 
 
 
 
 

 
   2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3) 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
 

PENDAPATAN 

Pendapatan Asli Daerah .............................. 
Pendapatan Transfer................................... 

Lain-lain pendapatan yang sah ................... 
 

TOTAL PENDAPATAN ............................... 
 

BELANJA 
 

Belanja Operasi 
 

a) Belanja Pegawai .............................. 
b) Belanja Barang dan Jasa................ 

c) Belanja Hibah .............................. 

d) Belanja Bantuan Sosial................... 

JUMLAH BELANJA OPERASI 
 

Belanja Modal  
 

a) Belanja Modal Tanah......................... 

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin.... 

c) Belanja Modal Gedung....................... 

d) Belanja Modal J.I.J........................... 

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya..... 
JUMLAH BELANJA MODAL 

 
 

Belanja Tidak Terduga 

JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 
 
 

TOTAL BELANJA ........................................ 
 

Surplus/(Defisit)........................................ 
 

PEMBIAYAAN 

a) Penerimaan................................... 
b) Pengeluaran ................................. 

c) Pembiayaan Netto ......................... 
 

 
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran 

Tahun Berkenaan Silpa/(Sikpa).................. 

 

Rp 
Rp 

Rp 
 

Rp 

 

 
 

 
 

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 

 

 
 

Rp

Rp 

Rp 
 

Rp 

Rp 

Rp 
 

Rp 

Rp 
 

Rp 
 

Rp 

 
 

Rp 

Rp 

Rp 

 

 

Rp 
 

 

 
87.015.172.298,96 

848.383.083.039,00 
24.424.553.715,66 

 
 

959.822.809.053,62 
 

 
 

 
444.380.940.746,00 
295.682.161.956,70 
11.277.106.320,00 
1.987.000.000,00 

 

753.327.209.022,70 
 
 
 

46.832.721.364,00 
29.917.947.803,00 

62.327.053.856,00 

27.669.011.991,00 

1.985.432.433,00 
 

168.732.167.447,00 
 
20.184.842.000,00 
20.184.842.000,00 
 

 

942.244.218.469,70 
 

17.578.590.583,92 
 
 
 

 (3.530.847.212,58) 
                            -, 

 
(3.530.847.212,58) 

 

 
(14.047.743.371,34) 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 



 

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 6 

 
Peraturan Walikota Ternate ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate. 

 

 

        Ditetapkan di  Ternate 

        pada tanggal  29 Agustus 2022 
  

 WALIKOTA TERNATE, 
 

 TTD 
 

M. TAUHID SOLEMAN 
 

                              

  

            
 

                    

Diundangkan di Ternate          

pada tanggal  29 Agustus 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, 
 

       TTD 
 

JUSUF SUNYA 
      

BERITA  DAERAH KOTA TERNATE TAHUN  2022  NOMOR  497 
 

   


